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GUBERNUR PAPUA BARAT 
 

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT 
NOMOR 22 TAHUN 2019 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 60 

TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI 
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR PAPUA BARAT, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menentukan besaran pemberian 

tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di 
lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat dihitung 
berdasarkan aspek perilaku kerja dan aspek prestasi 

kerja, masing-masing 80% (delapan puluh persen) dan 
20% (dua puluh persen); 

b. bahwa guna menekan dan mengurangi izin tidak 

masuk kerja dengan alasan lain di luar ketentuan 
yang mengatur tentang cuti sehingga akan 

mempengaruhi pemberian tambahan penghasilan 
Pegawai Negeri Sipil berdasarkan aspek perilaku kerja 
maka perlu menaikkan nilai pengurangan yang semula 

sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) menjadi 
5% (lima persen) dari bobot 60% (enam puluh persen) 

untuk setiap 1 (satu) hari kerja bagi Pegawai yang izin 
tidak masuk kerja; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan 
Atas Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 60 

Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan 
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Papua Barat; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari 

Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi 

Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten 

SALINAN 



2 

KARO 
HUKUM 

KEPALA 
BKD 

ASISTEN 
I 

SEKDA 

 
 

  

 

Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 

1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya 
Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, 

Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota 
Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-
I/2003; 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang 
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4884); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 
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8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

12.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 

24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti 
Pegawai Negeri Sipil; 

14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 

Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua 

Barat Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18); 

 

 
 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 60 TAHUN 
2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN 
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

PROVINSI PAPUA BARAT. 
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Pasal I 

Ketentuan Pasal 10 huruf b angka 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 

Pasal 10 

Persentase aspek perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 

(2), didasarkan pada 2 (dua) indikator, yaitu: 

a. Bobot 20% (dua puluh persen) untuk pegawai yang datang tepat waktu 

sesuai jam  kerja  yang ditentukan. 

b. Bobot 60% (enam puluh persen) untuk pegawai yang memenuhi 
kehadiran sesuai jumlah hari kerja pada bulan bersangkutan, dengan 

pengurangan  sebagai berikut:  

1. sebesar 5% (lima persen) dari bobot 60%  (enam puluh persen) untuk 
setiap 1 (satu) hari kerja bagi pegawai yang tidak masuk kerja  tanpa 

alasan yang sah; 

2. sebesar 5% (lima persen) dari bobot 60% (enam puluh persen) untuk 

setiap 1 (satu) hari kerja bagi pegawai yang izin tidak masuk kerja 
dengan alasan lain di luar ketentuan yang mengatur tentang cuti, 
yang dibuat dengan surat permohonan izin/pemberitahuan yang 

disetujui oleh Pejabat Penilai dan diketahui oleh atasan langsung 
Pejabat Penilai.  

c. Surat permohonan izin/pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada   
angka 2 tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

d. Pegawai yang masuk kerja tetapi hanya absen di pagi hari dihitung 
masuk kerja selama 1 (satu) jam. 

e. Pegawai yang masuk kerja tetapi hanya absen di sore hari dihitung 

masuk kerja selama 1 (satu) jam. 

f. Pegawai yang masuk kerja tetapi hanya absen di pagi hari dan sore hari 

dihitung masuk kerja 4 (empat) jam. 

g. Pegawai yang masuk kerja tetapi hanya absen di pagi hari dan siang hari 
dihitung masuk kerja dengan akumulasi jam dihitung mulai dari absen 

pertama sampai dengan absen terakhir. 

h. Pegawai yang masuk kerja tetapi hanya absen di siang hari dan sore hari 

dihitung masuk kerja dengan akumulasi jam dihitung mulai dari absen 
pertama sampai dengan absen terakhir. 

 

 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua 
Barat. 

 
Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 27 September 2019 

 
GUBERNUR PAPUA BARAT, 

 
CAP/TTD 

 

DOMINGGUS MANDACAN 
 
Diundangkan di Manokwari 

pada tanggal 27 September 2019 
 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT, 
 

CAP/TTD 

 
NATANIEL D. MANDACAN 

 
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2019 NOMOR 22. 

 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BIRO HUKUM, 

 
 

 
DR. ROBERTH K. R. HAMMAR, SH., M.Hum., MM 

PEMBINA UTAMA MADYA 

NIP. 19650818 199203 1 022 
 


